ABSTRAK

Rahma Nur Kamilatul Azmi: Penegakan Hukum Terhadap Pengendara
Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Melanggar Peraturan Tata Tertib
Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Cimahi Dihubungkan Dengan
Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional harus dikembangkang potensi dan perannya untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan
Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan
wilayah di Indonesia. Untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu
lintas, pengguna kendaraan bermotor harus menaati aturan yang berlaku dalam
berlalu lintas, salah satunya yaitu ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenal rambu
perintah atau rambu larangan. Namun, di wilayah Hukum Polres Cimahi mengenal
ketentuan Pasal tersebut masih banyak dilanggar, dalam kurun waktu tahun 2019
sampai dengan 2023 terjadi peningkatan kasus pelanggaran melawan arus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum, kendala
yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan
Lalu Lintas Polres Cimahi untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap
pelanggar melawan arus.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Soerjono Soekanto
yang mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor,
diantaranya: Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), Faktor penegak hukum,
yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana
atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, Faktor masyarakat, yaitu
lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan,
yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari primer yaitu dokumen
hasil penelitian dan sekunder bahan, Undang-undang serta bahan pustaka yang
berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum
bagi pelanggar berupa penerapan sanksi pidana tilang dan pelaksanaan Pasal 106
ayat (4) terhadap pelanggaran melawan arus masih belum efektif mengingat
kesadaran hukum masyarakat dan kinerja kepolisian yang masih belum maksimal.
Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia (Kepolisian), dan
kesadaran masyarakat, kendaraan serta jalan. Adapun upaya yang dilakukan
kepolisian yakni melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas perhubungan,
dan TNI untuk melakukan operasi zebra, simpatik lodaya, patuh dan pemeriksaan
insidental selain itu melakukan sosialisasi dikmas lantas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Polres Cimahi



